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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan perkembagan yang 

sangat pesat baik dari segi, peradaban, pertumbuhan ekonomi dan 

perlindugan sosial, serta dalam perlindugan penegakan hukum, sebagai 

negara hukum indonesia telah menampakkan diri sebagai pelindung dan 

pemgayom masyarakatnya, negara hukum yang dimaksdu dalam tulisan ini 

adalah sebagai satu kesatuan negara yang berprinsip dan berpegang teguh 

pada hukum yang berlaku, melalui penerapan peraturan perundang-undagan, 

fungsi dari perudang-undagan disini dimaksudkan agar menjadi fungsi 

keseimbagan dan keadilan serat kepastian hukum dikehidupan masyarakat 

luas. 

Berdasarkan amandemen ketiga yang disahan pada 10 Nopember 2001 

undang-undang dasar republik indonesia yang menegaskan bahwa “Indonesia 

Adalah Negara Hukum” maksud dari negara hukum adalah segala sesuatu 

guna menata dan mengatur peradaban msyarakat indonesia semuanya 

berlandaskan oleh hukum yang berlaku, hukum yang berlaku adalah segala 

aturan atau peraturan perundang-undagan baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis dan dibuat oleh pihak yang memiliki kemampuan dan 

kewenagan, untuk mengidentifikasi dan mengatur perilaku masyarakat pada 

umunya sesuai dengan pola dan tingkah laku yang dianjurkan. Perlindugan 

hukum yang diberikan oleh negara kepada semua unsur masyarakat 
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merupakan hal yang mutlak bagi semua golongan baik perlindugan hukum , 

bagi laki-laki, wanita, dewasa maupun anak, sebagai generasi pelanjut yang 

diharapkan dapat mengharumkan nama bangsa dikemudian hari, anak adalah 

tumpuan sutu bangsa, anak memiliki peran penting untuk pembangunan 

kedepanya, hal ini dikerenakan bagi suatu negara pertumbuhan anak yang 

baik adalah sebuah investasi dan harapan yang menjadi cita-cita suatu bangsa 

untuk membangun peradaban kedepanya. 

Anak dalam tumbuh kembangnya memerlukan perlindungan, bimbigan 

dan pendidikan serta kesehatan yang mendukung, tumbuh kembangnya oleh 

karena itu anak merupakan program proritas yang diberlakukan oleh 

pemerintah dalam perlindugan dan penegakan hukum, secara umum 

perlindugan terhadap anak diperlukan adanya optimalisasi perlindugan dan 

pemberian kehidupan yang layak serta menjamin hak-hak untuk hidupya serta 

hak untuk berkembang, anak seyogyanya harus mendapatkan tumbuh 

kembang yang memadai oleh karena itu negara harus siap dalam memberikan 

perlindugan dalam bentuk apapun dan siap menjaga agar hak-haka anak 

terpenuhi dan terhindar dari sikap dan perilaku tereksploitasi. 

Apabila kita melihat bahwa salah satu wadah untuk membentuk 

karakter serta jiwa anak adalah pada keluarga atau orang tuanya sendiri 

apabila bila diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik bisa dipastikan 

anak itu akan berkembang dengan baik, orang tua yang baik dan saleh 

merupakan contoh yang baik bagi anak, untuk kehidupan sehari- hari dalam 

berperilaku namun apabila orang tua yang tidak karuan dalam kehidupanya 
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sudah bisah dipastikan anak yang didalam penguasaanya kedepanya akan 

mengalami perilaku yang tidak berpihak pada tumbuh kembangnya. 

Bagi anak dalam perkembaganya keluarga merupakan tumpuan utama 

dalam perkembagan kepribadian dan karakter anak, hal ini dengan alasan 

bahwa apabila anak tanpa orang tua/wali sangat sedikit peluang untuk melihat 

tumbuh kembang anak sesuai dengan harapan bangsa. 

Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan adanya seseorang mengajukan 

permohona wali bagi anak hanya untuk keperluan adminisrasi anak, wali 

dalam arti orang yang mengakui anak dalam penguasaanya serta sebagai 

pengganti orang tua anak, berdasarkan peraturan perundang-undagan anak 

yang belum mencapai umur 18 tahun disebut sebagai anak, dan apabila sudah 

melebihi umur 18 tahun dia dianggap sebagai orang dewasa dan dianggap 

cakap untuk melakukan segala bentuk perlaku sosialnya, serta tumbuh 

kembangnya. 

Anak yang masih belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang-

undagan diharuskan memilki orang tua asuh atau wali hal ini apabila kedua 

orang tua sudah tidak ada lagi bisa dialihkan perwalianya kepada saudara atau 

kerabat anak tersbut, namun dalam menjadi orangtua asuh dan wali anak tidak 

dilakukan secara langsung, ada hal atau aturan yang harus dipenuhi dan 

dilalui sebagai syarat administrasi negara, apabila kita merujuk pada pasal 50 
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ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai 

perwalian anak menegaskan bahwa1: 

“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan 

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai 

pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”  

Namun dalam menjadi wali tidak semudah yang diabayangkan semua 

orang dengan alasan bahwa segala bentuk perilaku dan tanggung jawab anak 

merupakan tanggung jawab wali sepenuhnya, senada yang diungkapkan pada 

pasal 51 ayat (3) yang menegaskan bahwa: 

“wali wajib mengurus anak yang dibawah peguasaanya dan harta 

bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan 

kepercayaan anak itu” 

Pasal 51 ayat 3 ini begitu tegas dalam memberikan aturan dan arahan 

agar siapapun yang menjadi wali dari pada anak harus memberikan 

perlindugan baik dari segi materinya maupun dari segi tumbuh kembang anak 

yang melibatkan pilhan dalam agamanya. 

Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu2 diambil dari kata 

al-waliy disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, sahbat, 

serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga dijelaskan 

                                                           
1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 50 Ayat 1) 
2 Muhammad Amin Suma ,2005 Hukum Keluarga Islam Didunia Islam, Pt Raja Grafindo Persada Jakarta 

134-135 
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bahwa otoristas yang dimilIki seseorang berupa kekuasaan secara langsung 

melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain 

Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali didapatkan adalah tiga 

macam:3 

1. Perwalian terhadap jiwa 

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi 

antara kehidupan anak dengan yang lainya seperti, tumbuh 

kembang anak, pemeliharaanya, perkawianan anak, pendidikan 

anak, serta pengawasnya 

2. Perwalian terhadap harta  

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta 

benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari 

perkembagan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang 

dilakukan anak terhadap hartanya 

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta 

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi 

lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui 

batasan batasan orang tuanya 

Dalam urusan penetapan permohona wali anak yang memilIki 

kewenagan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili, 

                                                           
3 ibid 135-136 



 
 

6 
 

setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan 

persetujuan dan kekuatan hukum dari penagdilan setempat. 

Namun beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan adanya 

permohonan penetapan wali terhadap anak yang berada dalam kuasanya 

Dipengadilan Negeri Limboto mengenai adminstrasi anaknya guna 

mendapatkan pengakuan secara sah dengan alasan ini pengadilan Negeri 

Limboto mengabulkan permohonan pemohon sebagai wali anak dengan 

didalam permohan yang dimohonkan kepada hakim pengadilan Negeri 

Limboto yaitu dengan alasan memberikan izin kepada pemohon agar 

megabukan kepentigan anak untuk mengurus admnistrasi anak guna 

Mendapatkan hak yang sama dengan anak pada umunya , dengan alasan 

sederhana itu hakim pengadilan memberikan putusan yang dianggap sangat 

dangkal karena satu alasan saja.  

Apabila kita melihat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan 

berdasarkan kutipan putusan pengajuan alat bukti yaitu : 

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (keduanya) 

2. Foto copy Kartu keluarga 

3. Foto copy Akta kelahiran 

4. Foto copy ijazah 

5. Foto copy surat penyerahan orang tua kepada wali 

6. Foto copy surat peryataan wali  

Berdasarkan hukum adminstrasi sudah sangat memadai, namun 

beberapa hal yang harus menjadi pertimbagan kedepanya menurut peneliti 
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yaitu adanya syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan wali anak tidak 

hanya dilihat dari (satu) 1 kepentigan saja, namun hakim juga harus melihat 

dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang 

Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali kedepanya bahwa pengangkatan anak 

harus memenuhi beberapa unsur-unsur yang akan menjamin hak-hak anak. 

Berdasarkan analisa diatas peneliti memiliki niat dan tertarik untuk 

meneliti mengenai pengankatan anak wali hal ini bertujuan untuk mencapai 

kepastian hukum bagi anak dan wali anak, anak yang diangkat oleh seorang 

wali harus memiliki kepatian dan manfaat terhadap hukum guna tecapainya 

keadilan bagi kedua belah pihak, dikrenakan akhir-akhir ini begitu banyak 

wali anak yang mengangkat anak sebgai anak asuhnya hanya untuk 

kepentigan pribadi semata terlebih lagi anak yang diangkat sebagai anak asuh 

dan dipekerjakan sebagai anak terlantar, mulai dari pendidikan yang tidak 

diperhatikan, kesehatan dan dipekerjakan sebagai pengamen jalanan, peminta 

sumbagan, dan penjual asongan dipinggir jalan. 

Hal ini menjadi semangat peneliti untuk meneliti dan melindungi anak-

anak yang diangkat oleh walinya dan KEDUDUKAN ANAK ANGKAT 

ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN 

HUKUM ISLAM 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif 

Hukum Positif Dan Hukum Islam? 

2. Bagaimanakah pertimbagan hakim mengenai Kedudukan Anak Angkat 

Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif 

Hukum Positif Dan Hukum Islam 

2. Untuk mengetahui pertimbagan hakim mengenai Kedudukan Anak 

Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam 

1.4. manfaat penelitian  

1. Tujuan eksploratif  

Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum 

pernah diteliti sebelumnya guna pengembagan keilmuan dibidang 

hukum perdata khusunya pengangkatan anak oleh wali  

2. Tujuan secara verivikasi  

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah 

ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada tersebut 

baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan 

teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verivikasi ini bertujuan agar 

menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua kalangan 

akademisi, dan penegak hukum dari segi teori dan praktik 

3. Tujuan Secara Development 
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Tujuan dari segi development ini adalah agar penelitian yang sudah ada 

sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa 

khusnya karya ilmiah penulis tentang wali anak pada Fakultas Hukum 

Universitas Ichsan Gorontalo kedepanya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum  

2.1.1. Pengertian Kedudukan Hukum 

Kedudukan hukum merupakan dimana posisi hukum berlaku dan 

bagaimana penerapanya, sehingga pemberlakuan hukum tersebut sesuai 

dengan kaidah hukum yang diinginkan, apabila kita melihat mengenai 

pengertian kedudukan hukum dalam kamus besar bahasa indonesia yang 

memberikan gambaran bahwa kedudukan dapat dipersamakan dengan Status 

kedudukan dalam artian dimana seseorang atau sekelompok orang yang 

menepati suatu tempat sehingga memiliki posisi yang sesuai yang diinginkan  

Mengenai pengertian kedudukan sebagaimana yang diungkapkan oleh 

beberapa pendapat dibedakan menjadi tiga bagian bahwa; 

Ascribed Status 

Yaitu posisi dimana seseorang ditempatkan tanpa adanya perbedaan 

status baik dari status rohaninya maupun status kedudukan, kedudukan 

ini biasanya didapatkan berdasarkan atas kelahiran seseorang artinya 

kedudukan yang dibawah sejak lahir, seperti gelar bangsawan  

Achieved Status 

Kedudukan ini adalah kedudukan yang dicapai berdasarkan pencapaian 

seseorang, apa yang dicapai seseorang baik dalam bentuk jabatan, gelar 

akademik serta penghargaan yang diberikan yang berdasarkan kriteria 
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pencapaian ya, kedudukan ini pun seseorang tidak dapat mencapainya 

apabila tidak sesuai dengan kriteria yang dicapainya 

Assigned status 

Kedudukan ini merupakan salah satu kedudukan yang diberikan 

terhadap seseorang yang akibat dari sesuatu pencapaian dari perjuangan 

dihidang kemanusiaan, kedudukan seseorang yang dimaksuda pada 

Assigned status adalah kedudukan dalam bentuk pencapaian akibat 

dari perjuangan seseorang untuk membantu sesama manusia  

Apabila kita memperhatikan beberapa pengertian diatas dan 

dihubungkan dengan pengertian hukum dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kedudukan hukum yaitu posisi dimana seseorang atau sekelompok orang 

yang memiliki posisi atau keadaan hukum sehingga seseorang tersebut 

memiliki kekuatan dalam menentukan apa yang diinginkan dari segi hukum 

2.2. Tinjauan Penetapan  

Setiap permohonan yang dilakukan setiap lembaga peradilan akan 

melahrkan sebuah putusan hakim yang disebut dengan istilah penetapan 

hakim, penetapan pada dasarnya dikemukakan oleh Widi Handoko 

menegaskan bahwa4 “ penetapan merupakan kebijakan hakim yang 

dituangkan dalam putusan pengadilan dengan cara mengajukan permohonan 

serta konsultasi masalah-masalah hukum . 

                                                           
4 Widi Handoko 2014 Kebijakan Hukum Pertanahan, Thafa Media Yogyakarta Hlm 48 
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Menurut Widi Handoko pengadilan atau badan peradilan memiliki 

tugas utama yaitu mengadili dan menetapkan hasil dari peradilan guna 

mencapai dari tujuan hukum, widi handoko meegaskan bahwa kegunaan dari 

penetapan hakim adalah untuk 5 

1. Memberikan perlindugan kepada setiap orang agar haknya tercapai 

2. Memberikan batasan terhadap setiap orang agar tidak melakukan hal 

yang dapat merugikan orang lain 

Apabila kita memperhatikan pengertian penetapan juga bisa diartikan 

sebagai putusan hakim yang mengikat terhadap suatu perkara yang 

dimohonkan kepengadilan, pengadilan disini dalam artian adalah lembaga 

yang memberikan penetapan terhadap setiap kasus yang dimohonkan, 

menurut soeroso pengadilan merupakan lembaga untuk mengadili setiap 

perkara yang dimohonkan melalui pengadilan baik tingkat pertama sampai ke 

tingkat mahkamah agung dalam sebuah perkara, soeroso menegaskan bahwa6 

tugas pengadilan memberikan rasa keadilan terhadap sebuah perkara yang 

dimohonkan dan penetapan itu berupa putusan pengadilan. 

Sedangkan sudikno mertukusumo memberikan penjelasan mengenai 

penetapan yaitu 7bagi hakim yang mengadili sebuah perkara harus 

memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi dan fakta-fakta hukum 

dilapangan, dalam hal ini peristiwa hukum bersifat penentu dalam perkara 

                                                           
5 Ibid 48 
6 R. Soeroso 2003 Praktik Hukum Acara Perdata Sinar Grafika Jakarta Hlm 38 
7 Sudikno Mertukusumo 1999 Hukum Acara Perdata Indonesia Cet Ke 2 Liberti Hlm 201 
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yang dimohonkan, setiap perkara memiliki kemiripan tetapi ditentukan 

dengan peristiwa hukum yang terjadi. 

Maka dari penjelasan kedua ahli hukum diatas dapat tarik sebuah 

pengertian mengenai penetapan yaitu penetapan merupakan bahasa yang 

digunakan oleh seorang hakim dan dituangkan dalam putusan guna 

memberikan kepastian hukum yang memilki alasan serta dasar-dasar dari 

sebuah penetapan, berdasarkan peratran perundang-undagan dan hukum yang 

tertulis yurisprudensi maupun doktrin hukum yang dianut. 

Dalam hukum perdata putusan itu harus dimuat dan dijelaskan secara 

menyeluruh berdasarkan alat bukti dan kesaksian setiap perkara hal ini diatur 

dalam mengenai nilai-nilai yang digali pada setiap peristiwa hukum dan 

dituangkan kedalam penetapan (pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR pasal 189 ayat 

(2) RBG dan pasal 50Rv) 

2.3. Tinjauan Umum Tentang Wali  

2.3.1. Pengertian Wali 

Apabila kita melihat pengertian wali secara terminologi diambil dari 

bahasa arab, Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu8 diambil 

dari kata Al-Waliy disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman 

dekat, sahbat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga 

dijelaskan bahwa otoristas yang dimilki seseorang berupa kekuasaan secara 

langsung melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain 

                                                           
8 Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada 

jakarta 134-135 
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Ada beberapa hal yang mengatur tentang wali baik KUHPerdata 

maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam 

hukum perdata perwalian dikenal dengan adanya asas yang melekat yaitu 

asas: 

“Tak Dapat Dibagi-Bagi (Ondeelbaarheid)” 

Adanya asas tersebut diatas menujukkan bahwa perwalian itu tidak 

dapat dibagi-bagi berdasarkan kemauan pemohon perwalian, namun asas ini 

memberikan pengecualian apabila, pada pasal 351 dan 361 KUHPerdata 

unsurnya telah dipenuhi sperti: 

1. Pasal 351 (KUHPerdata)9 

a. Dilakukan oleh ibu yang masih hidup 

b. Apabila suami meninggal dan ibu menikah lagi maka 

suaminya akan menjadi wali serta 

2. Pasal 361 (KUHPerdata) 

a. Adanya persetujuan dari keluarga 

b. Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali 

Ketentuan mengenai wali juga disebutkan dalam undang-undang no 1 

tahun 1974 pada pasal 50 yaitu: 

“ 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah 

kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali 

                                                           
9 KUHPerdata pasal 351  
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2. perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun 

harta bendanya 

3. syarat syarat perwalian” 

Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali juga dapat dikatakan wali 

ada tiga macam:10 

1. Perwalian terhadap jiwa 

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi 

antara kehidupan anak dengan yang lainya seperti, tumbuh 

kembang anak, pemeliharaanya, perkawianan anak, pendidikan 

anak, serta pengawasnya. 

2. Perwalian terhadap harta  

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta 

benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari 

perkembagan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang 

dilakukan anak terhadap hartanya 

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta 

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi 

lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui 

batasan batasan orang tuanya 

Dalam urusan penetapan permohona wali anak yang memiliki 

kewenagan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili, 

                                                           
10 Ibid 135-136 
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setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan 

persetujuan dan kekuatan hukum dari penagdilan setempat. 

Kalau kita memperhatikan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 

terbaru mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali dapat dilihat 

pengertian wali sebagai berikut: 

Pasal 1 ayat 1 PP11 

“ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” 

Peraturan pemerintah dalam hal ini PP no 29 tahun 2019 memberikan 

penjelasan mengenai wali anak bahwa orang atau badan yang dianggap nyata 

melakukan penguasaan terhadap anak sebagai orang tua asuh. 

Perwalian juga telah diatur daam kompilasi hukum islam, menurut 

kopilasi hukum islam mengenai perwalian ada beberapa syarat yang yang 

harus dipenuhi, kompilasi hukum islam juga mengatur secara eksplisit 

mengenai pengertian dan tata cara pegenagkatan wali, perwalian dianggap 

akan dapat dikatakan wali apabila memenuhi syarat sebagaiamana yang 

disebutkan dalam Komplasi hukum islam: 

BAB XV Pasal 10712 

“ (1). Perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21 

tahu dan belum pernah melangsungkan perkawianan 

(2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan 

                                                           
11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 
12 Kompilasi Hukum Islam BAB XV Pasal 107 
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(3). Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas 

perwalianya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah 

seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan 

kerabat tersebut 

(4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil jujur dan 

berkelakuan atau badan hukum” 

Pada kompilasi hukum islam telah diberikan penegasan bahwa anak 

harus setidaknya melebihi umur 21 tahun dan perwalian ya haya untuk diri 

anak dan harta anak artinya segala bentuk tanggung jawab mengenai diri 

pribadi anak dan harta anak adalah tanggung jawab wali anak, juga dijelaskan 

bahwa apabila wali tidak mampu bertindak sebagai wali sebagaimana 

mestinya seorang wali yang diatur dalam kompilasi hukum islam, maka wali 

anak dapat diganti ke kerabat lainya sebagai wali hal ini tuntunya melalui 

proses penujukkan oleh pengadilan agama, sebagai syarat yang disebutkan 

dalam kompilasi hukum islam mengenai wali yang dapat menjadi wali adalah 

setidaknya kerabat sendiri anak itu, yan juga dianggap sudah dewasa dan 

matang dalam berpikir guna kebaikan anak yang akan berada dalam 

kekuasaanya dikemudian hari dalam perwalianya. 
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2.3.2. Tujuan wali  

Wali dapat diartikan sebgai orang yang memegang kuasa anak dalam 

artian anak dalam kuasanya serta kendalinya namun disini wali juga dituntunt 

utuk memiliki tujuan, wali anak memiliki tujuan yang sangat besar, 

kedudukan wali tidak hanya sebatas sebagai pengganti orang tua, namun wali 

memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan 

memiliki tujuan untuk :13 

a. “Melakukan kuasa asuh orang tua 

b. Melaksanakan kwajiban dan tanggung jawab orang tua yang 

terdiri atas: 

1. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi 

anak 

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemapuan, 

bakat dan minatya serta menjamin kepentingan terbaik 

bagi anak 

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan  

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai 

budi pekerti pada anak 

c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan 

kehidupan beragama dengan baik 

d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak 

                                                           
13 Op.cit. pasal 14  



 
 

19 
 

e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan 

diluar pengadilan” 

Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai 

kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketetuan yang diberikan pasal 14 

butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali 

adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena wali 

Pasal 1 ayat 1 PP14 “ adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” 

2.3.3. Syarat wali  

Syarat wali yang disebutkan disini, tidak didefensiskan berdasarkan 

secara umum, namun syarat wali yang disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan bahwa: 

1. Keluarga anak 

2. Saudara 

3. Orang lain 

4. Badan hukum yang ditunjuk 

Berdasarkan mengenai syarat wali diatas telah disebutkan bahwa wali 

yang diutamakan adalah “keluarga” anak hal ini diutamakan karena adanya 

hubungan sebab akibat pertalian persaudaraan dalam bingkai kekeluargaan, 

dan yang kedua yang diutamakan menjadi wali adalah “saudara”, saudara 

merupakan pertalian yang sangat erat, berdasarkan pertalian erat itu wali 

saudara dianggap lebih akan mementingkan hak-hak anak, sedangkan syarat 

                                                           
14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 
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yang lainya dalah “orang lain” ketentuan mengenai pengangkatan wali anak 

apabila anak sudah tidak memiliki keluarga ataupun saudara maka akan 

ditujuk orang lain yang dianggap memiliki kemampuan dan kelakuan yang 

baik menjadi sebagai wali anak, wali disini didefenisikan sebagai orang yang 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar  maka dari itu pengangkatan wali 

harus berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undagan, sedangkan 

syarat yang terakhir adalah badan hukum yang ditunjuk, badan hukum yang 

ditunjuk merupakan badan hukum yang diberikan mandat dan kepercayaan 

oleh pemerintah dan masyarakat sebagai wali yang dapat menjaga dan 

mendidik nilai-nilai pengetahuan anak, sehingga wali disini yang ditunjuk 

yang mana badan hukum ini memiliki pertanggung jawaban secara 

transparansi ke mata publik   

 Setelah keluarga tidak ada atau tidak bersedia menjadi wali dapat 

dimohonkan orang lain atau badan untuk menjadi wali anak sesuai dengan 

penafsiran pada pasal 3 ayat (4) PP Nomor 29 Tahun 2019, Namun dari segi 

syarat yang diberikan oleh undang-undang bahwa keluarga yang telah 

ditunjuk menjadi wali anak harus memenuhi ketentuan bahwa:15 

1. Sebagai warga negara indonesia 

2. Umur yang ditentukan tidak melebihi tiga puluh (30) tahun 

3. Memilki kesehatan dan mental yang kuat 

                                                           
15 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdbc2de5a309/telah-terbit--pp-tentang-

syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/ diakses pada hari selasa tanggal 26-02-2021 pukul 

16.52 wit 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdbc2de5a309/telah-terbit--pp-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdbc2de5a309/telah-terbit--pp-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/
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4. Berkelakuan baik 

5. Memilki kemapuan ekonomi yang memadai 

6. Seagama dengan wali dan anak 

7. Kesediaan dituangkan dalam surat peryataan  

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak  

2.4.1 Pengertian Anak  

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan 

pemberian bagi semua mahluk tuhan yang paling mulia yaitu manusia, 

sebagai mahluk yang paling mulia sudah sepatutnya kita menjaga dan 

memelihara serta mengedepankan hak anak guna perkembagan masa depan 

anak, pengertian anak dalam hal ini apabila kita melihat dalam kamus umum 

bahasa indonesia telah disebutkan bahwa 16seorang yang belum dewasa atau 

masih kecil.  

Pengertian anak ditemukan dalam beberapa peratutran perundang 

undagan namun sebelum kita melihat pengertian anak terlebih dahulu kita 

melihat pengertian anak menurut beberapa ahli mengenai anak yaitu: 

Menuerut R.A Kosnan17 

“Anak adalah orang yang masih memilki umur masih muda dan 

memilki jiwa yang muda karena masih mudah diatur dan terpengaruh 

dengan keadaan dilingkunganya” 

                                                           
16 W.J.S. Poerwadirmita 1985 Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka Armiko Hlm 25 
17 R.A.Koesnan 2005 Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia Bandung Hlm 113 
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Apabila kita melihat pengertian anak yang diungkapkan oleh 

R.A.Koesnan bahwa anak merupakan orang yang masih kecil belum dewasa 

dan masih memerlukan bimbingan agar tidak mudah terpengaryh dengan 

lingkunganya, anak disini didefenisikan sebagai orang yang dalam keada fisik 

dan emosional masih tergolong lemah karena dianggap belum bisa untuk 

membela diri dan mudah terbawa oleh pergaulan sesat. 

Sedangkan pengertian anak juga dijelaskan oleh sugiri menurut 

Sugiri 18  

“Bahwa seorang yang masih dalam proses masa pertumbuhan (tubuh) 

serta masih dalam tahap perkembagan, orang itu masih tetap dianggap 

sebagai anak dan apabila proses perkembagan dan pertumbuhan sudah 

selesai sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, jadi 

anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 

untuk laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun sudah dikategorikan 

proses perkembagan dan pertumbuhanya sudah selesai” 

Penafsiran mengenai pengertian anak juga diunkapkan oleh hilman 

adikusuma  bahwa anak adalah 19 : 

“batasan antara belum dewasa dan sudah dewasa dianggap tidak jadi 

permasalahan karena alasnya bahwa meskipun seorang itu dinggap 

belum dewasa tetapi dia cakap dan mampu melakukan perbuatan 

                                                           
18 Maidin Gultom 2010 Perlindugan Hukum Terhadap Anak Bandung Pt Reflika Adutama Hlm 32 
19 Ibid Hlm 32 
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hukum hilman juga memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang 

masih diabawa umur dapat diakatakan cakap dalam melakukan 

perbuatan hukum karena dia dapat melakukan kegiatan sperti jual beli 

melakukan perdagan meskipun dia belum cukup umur dan belum 

pernah menikah” 

Pendapat yang diberikan oleh sugiri dan hilman adikusuma memiliki 

pandagan yan berbeda dikarenakan pandagan sugiri lebih condong kepada 

usia anak yang belum dianggap dewasa sehingga tetap dikatakan anak, 

sedangkan pandagan hilman adikusuma lebih mengedepankan dari perilaku 

anak tidak dari segi umur hilman memberikan penjelasan bahwa orang yang 

bisa melakuka kegiatan atau peristiwa hukum meskipun belum dewasa sudah 

dapat dikategorikan cakap dan mampu untuk meakukan perbuatan hukum. 

2.4.2. Jenis- Jenis Anak Menurut Hukum Indonesia 

Hukum positif yang berlaku diindonesia telah mengenal berbagai 

macam jenis anak berdasarkan posisi anak tersebut, yang mana jenis anak 

dibedakan mejadi 5 kategori seperti: 

1. Anak Sah 

Menurut pasal 42 dan pasal 43 undang-undang no 1 tahun 1974 

mengenai  telah mengatur maksud anak sah anak sah adalah anak 

yang dilahirkan langsung dari sebuah perkawinan, anak sah disini 

hal ini juga senada yang diungkpakan oleh pasal 99 kompilasi 
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hukum islam yang menyebutkan bahwa anak sah anak yang 

dilahirkan atas dasar perkawinan. 

2. Anak angkat  

Defenisi anak angat telah disebutkan dalam bebrapa peratran 

perundang-undagan serta peraturan pemerintah yang mana anak 

angkat adalah anak yang diangat langsung atau tidak langsung oleh 

pengadilan agama dan oleh seorang wali atau kerabat dengan 

syarat-syarat tertentu. 

3. Anak luar kawin 

Anak luar kawin diberikan defenisi bahwa anak yang lahir diluar 

dari perkawianan semua hli hukum sepakat bahwa anak yang lahir 

diluar perkawinan disebut anak luar kawin. Dalam penelasanya 

bahwa anak luar kawin dapat dihasilkan melalui hasil hubungan 

seorang laki-laki dan wanita yang dianggap belum pernah menikah 

dan anaknya dapat mendapatkan pengakuan secara sah, sedangkan 

anak yang dilahrkan akibat diluar perkawian yang sah dan daintara 

seorang laki-laki atau wanita masih emilki ikatan perkawinan 

dengan orang lain maka ananya tidak dapat disahkan pengakuanya 

berdasarkan hukum positif yang berlaku 

4. Anak Sumbang dan anak zina 

Anak zina apabila kita melihat defenisi secara keseluruhan pendapat 

para ahli bahwa pengertian anak zina adalah anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan yang mana luar perkawinan itu dianggap bahwa 
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tidak danya ikatan kedua belah pihak serta salah satu atau keduan 

yamemilki ikatan perkawinan dengan orang lain. 

Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan berdasarkan 

larangan peraturan perundang-undagan untuk menikah karena 

adanya hubungan  

5. Anak Asuh  

Anak asuh adalah anak yang berada dalam pengawasan orang lain 

atau biasa juga dikenal dengan istilah dalam penguasaan wali anak 

yang disahkan oleh peraturan tertentu tentang anak asuh, anak asuh 

merupakan hasil penujukkan oleh pengadilan agama yang 

memberikan mandat kepada orang lain agar mengambil dan 

menguasai seorang anak berdasarkan peraturan perundang-

undagan. Namun sifat anak asuh ini tidak dapat menerima harta oleh 

orang yang mengasuhnya 

Apabila kita melihat ke 5 penjelasan mengenai anak asuh diatas bahwa 

diindonesia telah mengatur beberapa jenis anak berdasarkan kategori posisi 

atau keadaan anak itu lahir dan tanggung jawab anak sebagai orang tua, wali.  
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2.4.3. Dasar Hukum Wali Anak 

Dasar hukum perwalian anak dapat ditemukan pada :20 

1. Pasal 362 Kuhperdata 

2. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

3. Pasal 110 Ayat (1) Dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/ diakses pada hari 

rabu tanggal 19-02- 2021 pukul 13.00 wita 

https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/
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2.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 50 Ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 

Tetang Perlindugan Anak 

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT 

ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM POSITIF DAN HUKUM 

ISLAM 

Kedudukan Anak Angkat Atas Wali 

Dalam Perspektif Hukum Positif Dan 

Hukum Islam 

1. Kedudukan Terhadap Orang 

Tua Sah 

2. Kedudukan Terhadap Orang 

Tua Angkat 

 

 

 

Pertimbagan hakim mengenai 

Kedudukan Anak Angkat Atas Wali 

Dalam Perspektif Hukum Positif Dan 

Hukum Islam 

1. Pertimbangan hukum 

2. Pertimbagan hakim 

 

 

 

 

Kepastian Hukum Kedudukan Anak 

Angkat Atas Wali 
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2.6. Defenisi Operational 

1. Pertimbagan Hukum adalah pertimbagan putusan hakim yang 

berdasarkan oleh peraturan perundang-undagan 

2. Pertimbagan Hakim adalah pertimbagan putusan hakim yang 

berdasarkan oleh pandagan hakim sendiri 

3. Pertimbagan Sosiologis adalah pertimbagan putusan hakim yang 

berdasarkan oleh kejadian sosial atau kebiasaan yang terjadi 

dilingkungan seseorang 

4. Pertimbagan Psikologis pertimbagan putusan hakim yang berdasarkan 

oleh perilaku orang  

5. Perlindugan Hukum adalah perlindugan dalam bentuk jaminan 

kepastian hukum atas pengakuan terhadap diri anak oleh negara 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis , 

penelitian ini kedepanya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa 

dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, 

teori hukum, dan peraturan perundang-undagan serta norma norma hukum 

lainya, apabila kita melihat konsep penelitian hukum normatif  tentuntya 

penelitian ini akan diperhadapkan dengan produk hukum yang telah 

dilahirkan oelh pengadilan yang menagani masalah permohonan wali anak 

sebagai mana adanya aturan atau rambu-rambu yang didetapkan oleh 

konsttitusi21 

3.2.Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana 

objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan 

penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian” sehingga dapat diambil benang 

merah dari objek penelitian ini adalah Kedudukan Anak Angkat Atas Wali 

Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum 

                                                           
21 Johny ibrahim 2006 teori dan metodologi penelitian hukum normatif, malang bayumedia 

publishing hlm 295 
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3.3. Waktu Penelitan 

Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti akan mecari dan 

mengambil data sebagaimana penelitian, yang dinggap sesuai dengan 

penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 

(dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah 

pada umunya. 

3.4.  Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum disini yang dimaksud adalah sumber bahan 

hukum yang dibedakan atas dua bahan hukum seperti : 

1. Baha Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang diambil menggunakan 

sistem studi literatur, yang mana sistem ini dalam hal pengumpulan 

bahan secara menyeluruh mengenai instrumen hukum yang dijabarkan 

dalam peraturan perundang-undagan, teori-teori hukum, asas-asas 

hukum dan beberapa literatur hukum lainya 

2. Bahan Hukum SekundeR 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan menjelaskan 

secara rinci mengenai bahan tersier  bahan hukum yang dimaksud 

adalah rancagan undang-undang, karya ilmiah, jurnal serta penelitian 

lainya yang berhubungan dengan judul penelitian 
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3.5. Analsis Bahan Hukum 

Dalam menemukan suatu kesimpulan dan hakikat dari sebuah 

penelitian dibutuhkan suatu metode atau cara menganalisis bahan-bahan 

hukum yang telah diteleti, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode 

analisis secara normatif “cara ini merupakan cara secara diskusi dan 

interpretasi bahan hukum yang dihasilakan melalui kaidah-kaidah hukum 

yang dijadikan sebagai sandaran pada sebuah penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif 

Dan Hukum Islam 

4.1.1. Kedudukan Terhadap Orang Tua Sah 

1. Perspektif Hukum Positif 

Menurut pasal 42 dan pasal 43 undang-undang no 1 tahun 1974 

mengenai anak sah telah mengatur maksud anak sah, anak sah adalah anak 

yang dilahirkan langsung dari sebuah perkawinan, anak sah disini hal ini juga 

senada yang diungkpakan oleh pasal 99 kompilasi hukum islam yang 

menyebutkan bahwa anak sah anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan 

Mengenai kedudukan anak yang sudah diberikan hak perwalianya 

terhadap orang lain maka anak tersebut segala bentuk tentang hak atas 

perwalianya akan jatuh pada penerima perwalian anak 

Hal ini didasarkan pada wali anak memiliki tujuan yang sangat besar, 

kedudukan wali tidak hanya sebatas sebagai pengganti orang tua, namun wali 

memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan 

memiliki tujuan untuk :22 

a. “Melakukan kuasa asuh orang tua 

                                                           
22 Op.cit. pasal 14  
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b. Melaksanakan kwajiban dan tanggung jawab orang tua yang 

terdiri atas: 

5. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi 

anak 

6. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemapuan, 

bakat dan minatya serta menjamin kepentingan terbaik 

bagi anak 

7. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan  

8. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai 

budi pekerti pada anak 

c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan 

kehidupan beragama dengan baik 

d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak 

e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan 

diluar pengadilan” 

Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai 

kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketetuan yang diberikan pasal 14 

butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali 

adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena wali 

Pasal 1 ayat 1 PP23 “ adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya 

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak 

                                                           
23 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 
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Melalui penetapan perwalian, wali anak-anak diwajibkan untuk 

menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang mereka asuh, 

termasuk untuk menjamin pendidikan mereka. Untuk itu, wali terhadap anak 

tersebut diberikan akses kepada harta warisan si anak. Apabila ada dugaan 

pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak perwalian, wali anak dapat diadili. 

Kendati demikian, si wali haruslah bisa melakukan tertib administrasi terkait 

dengan harta warisan yang dimiliki si anak. Artinya, setelah diputuskan 

dengan resmi status wali terhadap diri seseorang, tugas pertama wali adalah 

mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi harta warisan yang dimiliki sang 

anak dan kemudian mencatatnya 

2. Hukum Islam 

Dalam hukum islam mengenai Kedudukan Terhadap Orang Tua Sah 

tidak ada satu alasan pembenar untuk memutuskan hbungan nasab terhadap 

orang tua meskipun anak tersebut diberikan hak perwalianya terhadap orang 

lain, hal ini disebabkan selama anak dapat membuktikan bahwa anak tersebut 

lahir dan memilki hubungan dengan kedua orang tuanya berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan 

ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) 

mengingkari/menyangkalnya. Sabda Nabi SAW 

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: 

seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya 

menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: 
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“tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa 

jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang 

melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu 

Dawud). 

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 

46/PUU-VIII/2010 mengatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dengan syarat sepanjang ayat 

tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki-laki yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin tersebut tidak 

hanya memiliki hubungan dengan ibu serta keluarga ibu akan tetapi juga 

berhak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya 

selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat 

bukti lain secara sah menurut hukum bahwa benar laki-laki tersebut adalah 

ayah dari anak luar kawin tersebut24 

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang 

anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut 

tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengirarkanya maka pengakuan 

itu berlaku terus sepanjang masa. Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan 

kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja 

                                                           
24 Aziz, N., & Mina, M. M. M. (2017). Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 

18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010. SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan 

Hukum Islam, 1(1), 72-100. 
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hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah 

meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. 

Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima 

apabila anak yang diakui itu25 

Analisis  

Beradasarkan pandagan diatas maka menurut pandagan penulis bahwa secara 

hukum positif kedudukan anak dalam hal ini anak angkat apabila stsus 

perwalianya sudah ditetapkan ke orang lain maka hak orang tua terhadap 

perwalianya sudah putus, sedangkan menurut hukum islam perwalian anak 

meskipun sudah dilaksanakan perwalian ke orang lain tidak akan 

memutuskan hubungan kedua orang tua  

4.1.2. Kedudukan Terhadap Orang Tua Angkat 

Dalam menjadi wali tidak semudah yang diabayangkan semua orang 

dengan alasan bahwa segala bentuk perilaku dan tanggung jawab anak 

merupakan tanggung jawab wali sepenuhnya, senada yang diungkapkan pada 

pasal 51 ayat (3) yang menegaskan bahwa: 

“wali wajib mengurus anak yang dibawah peguasaanya dan harta 

bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan 

kepercayaan anak itu” 

Pasal 51 ayat 3 ini begitu tegas dalam memberikan aturan dan arahan 

agar siapapun yang menjadi wali dari pada anak harus memberikan 

                                                           
25 Faturrahman, M. F. (2019). Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang 

permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari teori kemaslahatan (Doctoral dissertation, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). 
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perlindugan baik dari segi materinya maupun dari segi tumbuh kembang anak 

yang melibatkan pilhan dalam agamanya. 

Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu26 diambil dari 

kata al-waliy disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, 

sahbat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga 

dijelaskan bahwa otoristas yang dimilki seseorang berupa kekuasaan secara 

langsung melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain 

Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali didapatkan adalah tiga 

macam:27 

1. Perwalian terhadap jiwa 

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi 

antara kehidupan anak dengan yang lainya seperti, tumbuh 

kembang anak, pemeliharaanya, perkawianan anak, pendidikan 

anak, serta pengawasnya 

2. Perwalian terhadap harta  

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta 

benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari 

perkembagan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang 

dilakukan anak terhadap hartanya 

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta 

                                                           
26 Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo 

persada jakarta 134-135 
27 ibid 135-136 
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Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi 

lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui 

batasan batasan orang tuanya 

Dalam urusan penetapan permohona wali anak yang memilki 

kewenagan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili, 

setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan 

persetujuan dan kekuatan hukum dari penagdilan setempat 

Semua yang disebutkan ditas wali anak berkewajiban untuk meberikan 

perlindugan jiwa dan harta anak sehingga dikemudian hari anak memilki 

masa depan yang baik layaknya anak yang lainya sebagaimana tujuan dari 

pada wali adalah dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan memiliki 

tujuan untuk :28 

a. “Melakukan kuasa asuh orang tua 

b. Melaksanakan kwajiban dan tanggung jawab orang tua yang 

terdiri atas: 

1. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi 

anak 

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemapuan, 

bakat dan minatya serta menjamin kepentingan terbaik 

bagi anak 

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan  

                                                           
28 Op.cit. pasal 14  
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4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai 

budi pekerti pada anak 

c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan 

kehidupan beragama dengan baik 

d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak 

e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan 

diluar pengadilan” 

4.2. Pertimbagan Hakim Mengenai Kedudukan Anak Angkat Atas Wali 

Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam 

4.2.1. Pertimbangan Hukum 

Setiap permohonan yang dilakukan setiap lembaga peradilan akan 

melahrkan sebuah putusan hakim yang disebut dengan istilah penetapan 

hakim, penetapan pada dasarnya dikemukakan oleh Widi Handoko 

menegaskan bahwa29 “penetapan merupakan kebijakan hakim yang 

dituangkan dalam putusan pengadilan dengan cara mengajukan permohonan 

serta konsultasi masalah-masalah hukum . 

Menurut Widi Handoko pengadilan atau badan peradilan memiliki 

tugas utama yaitu mengadili dan menetapkan hasil dari peradilan guna 

mencapai dari tujuan hukum, widi handoko meegaskan bahwa kegunaan dari 

penetapan hakim adalah untuk 30 

1. Memberikan perlindugan kepada setiap orang agar haknya tercapai 

                                                           
29 Widi Handoko 2014 Kebijakan Hukum Pertanahan, Thafa Media Yogyakarta Hlm 48 
30 Ibid 48 
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2. Memberikan batasan terhadap setiap orang agar tidak melakukan hal 

yang dapat merugikan orang lain 

Berdasarkan salah satu contoh kasus yang menjadi rujukan penulis 

mengenai pertimbagan hakim adalah pada putusan  

Hasil penelitian melalui studi kepustakaan penulis dapatkan bahwa 

pada putusan Nomor  91/Pdt.P/2018/PN Gto memberikan gambaran hukum 

yang diikutkan dengan beberapa bukti-bukti mengenai pengangkatan wali 

anak sebagai berikut: 

Berikut Kutipan Pertimbagan Hukum Hakim  

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai 

berikut :31 

“- Pemohon mohon agar diberikan izin khusus untuk mengurus 

kepentingan anak yang bernama Farid Misbahul Fikri, jenis kelamin 

laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara, 25 Januari 1994 untuk mengukuti 

seleksi penerimaan prajurit TNI di Manado” 

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu 

Tanda Penduduk NIK 7571041205850005  atas nama AGUS SALIM  tanggal 

15  Maret  2018 dan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk 

NIK 3320012501940002  atas nama FARID  MISBAHUL FIKRI tanggal 15  

Oktober 2013, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon dan 

FARID  MISBAHUL FIKRI bertempat tinggal di jalan Palma Kelurahan 

                                                           
31 Putusan pengadilan negeri gorontalo, 2018, Nomor  91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo 
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Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, maka Hakim 

berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan a quo yang 

diajukan di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah tidak bertentangan dengan 

hukum” 

 “ Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara 

ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mohon izin 

khusus untuk mengurus kepentingan anak yang bernama Farid 

Misbahul Fikri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 

Jepara, 25 Januari 1994 untuk mengukuti seleksi penerimaan 

prajurit TNI di Manado” 

 “Bahwa Pemohon bernama Agus Salim, jenis kelamin laki-laki, 

tempat tanggal lahir Pamekasan, 12 Mei 1985, alamat jalan 

Palma Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo 

Provinsi Gorontalo” 

 “Bahwa Pemohon dengan orang tua dari Farid Misbahul Fikri 

yang bernama Ahmad Jazri telah membuat surat pernyataan 

orang tua wali tertanggal 12 Oktober 2018; - Bahwa Farid 

Misbahul Fikri dilahirkan di Desa Sowan Lor Kecamatan 

Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 

1994” 

 “Bahwa anak tersebut berkeinginan mengikuti seleksi 

penerimaan calon prajurit TNI di Manado, namun untuk 

mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan 
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wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam 

mengikuti tes masuk TNI” 

 “Bahwa orang tua Farid Misbahul Fikri yang ada di Jepara Jawa 

Tengah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili 

kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi 

penerimaan prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa 

Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili 

orang tua Farid Misbahul Fikri tersebut sebagaimana sesuai 

dengan surat penyerahan orang tua kepada wali tertanggal 12 

Oktober 2018” 

 “Bahwa sejak 15 Oktober 2013 sampai dengan saat ini Farid 

Misbahul Fikri bertempat tinggal di rumah pemohon, maka 

pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga 

untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang 

berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon 

prajurit TNI menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga 

untuk kepengurusan penetapan wali di Pengadilan” 

 “Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai wali dari 

anak bernama Farid Misbahul Fikri tersebut diperlukan adanya 

penetapan wali dari Pengadilan Negeri Gorontalo” 

“Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti  yang diajukan oleh 

Pemohon,  berupa alat bukti surat  yang bersesuaian pula dengan keterangan 

Para Saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, 
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sehingga dalam perkara a quo Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat 

membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak 

bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan” 

“Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan 

permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara 

dibebankan kepada  Pemohon  Mengingat dan memperhatikan Ketentuan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta 

Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan” 

Melihat kutipan putusan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo 

mengenai pertimbagan hukum yang didalillkan oleh hakim pengadilan negeri bahwa 

ada beberapa aspek pertimbagan dengan cara yang disebutkan bahwa berdasarkan 

keterangan saksi-saski hakim pengadilan negeri mengambil sebuah kesimpulan 

menerima permohonan tersebut, namun bahwa fakta hukum yang terjadi dalam 

putusan tidak ada satupun kutipan yang megacu pada sebuah bunyi undang-undang 

dan merujuk pada peraturan yang ada mengenai perwalian anak. 

Sedangkan apabila kita melihat aturan mengenai tentang pengangkatan wali 

anak, tidak semudah yang diabayangkan semua orang dengan alasan bahwa 

segala bentuk perilaku dan tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab 

wali sepenuhnya, senada yang diungkapkan pada pasal 51 ayat (3) yang 

menegaskan bahwa: 

“wali wajib mengurus anak yang dibawah peguasaanya dan harta 

bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan 

kepercayaan anak itu” 
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Pasal 51 ayat 3 ini begitu tegas dalam memberikan aturan dan arahan 

agar siapapun yang menjadi wali dari pada anak harus memberikan 

perlindugan baik dari segi materinya maupun dari segi tumbuh kembang anak 

yang melibatkan pilhan dalam agamanya 

4.2.2. Pertimbagan Hakim 

Dalam putusan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo mengenai 

pengangkatan wali anak tidak ditemukan Pertimbagan Hakim yang dimana 

seharusnya hakim memberikan pedapatnya mengenai pemberian penetapan 

wali anak yang dimohonkan Sebagaimana dalam kutipan bahwa32 

“Memberikan izin kepada Pemohon Agus Salim, jenis kelamin laki-laki, 

tempat tanggal lahir Pamekasan, 12 Mei 1985, alamat jalan Palma, Kel. 

Libuo, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, khusus untuk 

mengurus kepentingan anak yang bernama Farid Misbahul Fikri, jenis 

kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara, 25 Januari 1994 untuk 

mengukuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Manado” 

Menurut analisa penulis dalam putusan ini seharusnya hakim 

memberikan beberapa pertimbagan tidak hanya dari aspek kepentigan anak 

untuk mendaftar menjadi seorang TNI, karena perwalian anak tidak hanya 

sebatas hubungan kepentingan sementara, seharusnya dalam pertimbagan 

dalam putusan ini hakim harus melihat dari segi pertimbagan: 

1. Pertimbagan Sosialogis 

2. Pertimbagan Psikologis 

                                                           
32 putusan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo 
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Apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh Amin suma juga 

mengungkapkan bahwa wali juga dapat dikatakan wali ada tiga macam:33 

1. Perwalian terhadap jiwa 

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi 

antara kehidupan anak dengan yang lainya seperti, tumbuh 

kembang anak, pemeliharaanya, perkawianan anak, pendidikan 

anak, serta pengawasnya. 

2. Perwalian terhadap harta  

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta 

benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari 

perkembagan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang 

dilakukan anak terhadap hartanya 

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta 

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi 

lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui 

batasan batasan orang tuanya 

Dilihat dari pandagan dari amin suma sebenarnya pengangkatan 

perwalian harus memenuhi atau mengedepankan jiwa, harta dan jiwa harta, 

hal ini dikarenakan anak tidak bisa hanya disatu sisi hanya sebatas 

kepentingan sesaat tetpai untuk kepentingan selamanya 

Seperti yang dijelaskan pada Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-

mata mengatur mengenai kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketetuan 

                                                           
33 Ibid 135-136 
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yang diberikan pasal 14 butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa 

menjadi seorang wali adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat 

besar, karena wali Pasal 1 ayat 1 PP34 “ adalah orang atau badan yang dalam 

kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” 

Berdasarkan kutipan “Kepentingan anak yang bernama Farid Misbahul 

Fikri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara, 25 Januari 1994 

untuk mengukuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Manado” hanya 

kepentingan sesaat untuk pendaftaran penerimaan prajurit TNI, hal ini 

sebenarnya harus dipikirkan bahwa apabila anak diterima menjadi seorang 

prajurit TNI tidak menjadi persoalan dikarenakan cita-cita anak tercapai, 

namun apabila umpamanya anak tidak diterima dalam seleksi penerimaan 

prajurit TNI  apakah pengangkatan anak harus diabatalkan dan dikembalikan 

kepada orang tuanya sehingga perwalian tadi harus berakhir. Ini sebenarnya 

menjadi sebuah ironi bagi kepentingan anak yang akan berakibata 

berimplikasi kedepanya. 

Berikut bunyi kutipan pertimbagan hukum mengenai: 

“Bahwa orang tua Farid Misbahul Fikri yang ada di Jepara Jawa 

Tengah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili 

kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi 

penerimaan prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa 

Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili 

orang tua Farid Misbahul Fikri tersebut sebagaimana sesuai 

                                                           
34 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 
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dengan surat penyerahan orang tua kepada wali tertanggal 12 

Oktober 2018” 

Kutipan pertimbagan diatas telah memperlihatkan bahwa orang tua 

Farid Misbahul Fikri masih ada dan dia yang memberikan mandat sebagai 

wali, meskupin nilai-nilai sosialnya telah dihilangkan, seperti hanya karena 

pendaftaran perwalian orang tua sesungguhnya harus ditanggalkan dan 

diserahkan kepada orang lain 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

1. Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan 

Hukum Islam adalah yang pertama dilihat dari Kedudukan Terhadap Orang 

Tua Sah dalam hukum positif status anak tidak memiliki hubungan 

perwalian dengan orang tua sahnya sedangkan dalam hukum islam tidak ada 

alasan pembenar untuk memisahkan hak anak dengan rang tuan sahnya 

meskipun hak perwalianya terhadap orang lain yang kedua Kedudukan 

Terhadap Orang Tua Angkat yaitu orang tua angkat berkewajiban 

memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda anak  

2. Pertimbagan hakim mengenai Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam 

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam adalah yang pertama dari segi 

Pertimbangan hukum adalah Pertimbagan Hukum yang mana hakim 

menganggap dalam putusan pengangkatan wali anak tidak melanggar 

ketentuan hukum yang ada namun hakim tidak menyebutkan satupun dasar 

hukum dalam menetapkan permohonan wali sedangkan yang kedua adalah 

Pertimbagan Hakim pertimbagan hakim dalam putusan peromohanan ini 

tidak ditemukan namun sebenarnya yang paling penting adalah 

pertimbangan hakim dalam melihat fenomena pengankatan anak bagaimana 

dan seperti apa dampaknya kedepanya 
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5.2 Saran  

1. Pertimbagan hakim Pengangkatan Wali Anak sebaiknya tidak hanya 

melihat dari sisi bahwa tidak adanya sebuah aturan yang dilanggar tetapi 

dalam mengambil sebuah kebijakan permohonana perwalian anak harus 

melihat dari segi peraturan perundang-undagan yang menjadi acuan dalam 

mengangkat anak 

2. Dalam pengangkatan anak hakim seharusnya melihat dampak kedepanya 

tidak hanya melihat yang smentara terjadi sehingga kedepanya anak angkat 

tadinya memiliki kepastian hukum untuk masa depanya 
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